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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan diatas tentang perbandingan pengaturan tentang 

pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia dan Malaysia, 

maka penulis dapat memberikan kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerkosaan di Indonesia dengan 

Malaysia memiliki persamaan, yakni dalam pengaturan hukumnya Indonesia 

dalam KUHP Pasal 285 dan Malaysia pada Malaysia Penal Code Pasal 376 

huruf c sama-sama memberikan beberapa unsur yang dapat dikategorikan 

sebagai tindak pemerkosaan, seperti adanya unsur pemaksaan yang disertai 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak ada persetujuan dari pihak 

perempuan. Selain itu terdapat perbedaan pengaturan hukum tentang tindak 

pidana pemerkosaan di Indonesia dengan Malaysia, yakni dalam unsur 

pengaturan pemerkosaan menggunakan benda belum diatur dalam KUHP 

Indonesia tetapi dalam Malaysia Penal Code sudah diatur pada Pasal 377CA, 

dalam unsur sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan Indonesia hanya 

menerapkan hukuman penjara, sedangkan Malaysia dalam memberikan sanksi 

pidana menerapkan hukuman penjara dan disertai dengan hukuman cambuk, 

dalam unsur lama hukuman pidana penjara yang diberikan kepada pelaku 

pemerkosaan Indonesia hanya memberikan batas maksimal hukuman penjara 
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selama dua belas tahun tanpa memiliki batas minimal, sedangkan Malaysia 

dalam memberikan lamanya sanksi pidana penjara terhadap pelaku 

pemerkosaan minimal delapan tahun dan maksimal tiga puluh tahun. 

2. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak kejahatan 

pemerkosaan di Indonesia yakni telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban 

yang harus didapatkan oleh korban pemerkosaan, bantuan tersebut berupa 

bantuan medis, bantuan rehabilitasi, dan bantuan psikologis karena korban 

pemerkosaan akan mengalami luka secara fisik maupun psikis. LPSK 

merupakan lembaga yang bertugas dan memiliki tanggungjawab untuk dapat 

melindungi korban dan memberikan hak-hak korban pemerkosaan. Sedangkan 

untuk di Malaysia bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak 

kejahatan pemerkosaan yakni sesuai dengan Pasal 426 (1) Kitab Kainun Acara 

Jenayah (UU 593) Malaysia yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang 

mengakibatkan korban akan mendapatkan kompensasi atas insiden yang 

menimpanya, namun bagi korban pemerkosaan jarang untuk meminta ganti 

kerugian atas apa yang menimpa korban. Di Malaysia bentuk perlindungan 

terhadap korban pemerkosaan hanya dalam bentuk ganti kerugian saja. 
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B.  Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Penulis harapkan bagi Indonesia dapat digunakan sebagai acuan pada saat 

melakukan pembaruan undang-undang dikemudian dari, agar membentuk 

peraturan yang sebelumnya belum diatur di negara Indonesia, seperti 

pemerkosaan menggunakan benda, unsur pemberian persetujuan korban 

pemerkosaan.  

2. Penulis harapkan bagi Malaysia, pemerintah dapat membentuk suatu lembaga 

seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) seperti yang dimiliki 

pada negara Indonesia yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak-hak 

korban, dapat memberikan perlindungan kepada korban pemerkosaan, dan 

dapat membantu pemulihan kondisi korban pasca insiden pemerkosaan.  
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